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ABSTRAK 
Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang 
lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat 
dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. 
Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. 
Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan 
stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial 
ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan 
moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. 
Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan 
makmur. 
Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak 
diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana 
yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang 
dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat 
pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang 
lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan 
peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut 
memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan 
dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri 
kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan 
mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan 
perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia. 
Pelaku tindak pidana korupsi dalam implementasinya tidak cukup 
dilakukan sendiri tetapi biasanya dilakukan secara bersama-sama yang oleh 
ahli hukum pidana disebut “korupsi berjemaah”. Perbuatan korupsi tidak 
sekedar dilakukan secara berjemaah tetapi juga sering dilakukan secara 
berlanjut (conmcursus atau perbarengan) karena hampir seluruh aktivitas 
pelaku korupsi ditengarai dilakukan tidak cukup hanya sekali tetapi dilakukan 
secara berulang-ulang atau berlanjut sehingga hampir dapat dipastikan 
bahwa setiap kali Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu 
mencantumkan atau menjuntokan pasal perbanrengan sebagaimana diatur 
dalam pasal 64 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
 
Kata Kunci : perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hukum merupakan suatu pranata sosial, 
yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur 
masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya 
untuk mengatur masyarakat saja melainkan 
mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi 
pengertian tentang hukum sebagai, “peraturan 
atau adat yang secara resmi dianggap 
mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau 
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pemerintah”.1 Dengan demikian hukum bukan 
suatu karya seni yang adanya hanya untuk 
dinikmati oleh orang-orang yang menikmati 
saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya 
ada untuk bahan pengkajian secara sosial-
rasional tetapi hukum diciptakan untuk 
dilaksanakan, sehingga hukum tidak menjadi 
mati kefungsiannya sebagai suatu alat dalam 
pranata sosial yang mengatur masyarakat. 
Ada berbagai hukum yang berlaku di 
Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. 
Hukum pidana sebagai hukum publik 
bertujuan untuk mencegah atau menghambat 
perbuatan-perbuatan yang ada dalam 
masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan-
aturan hukum yang berlaku. Dan di dalam 
hukum pidana tersebut mengatur salah satu 
tindak pidana yaitu perbuatan berlanjut dalam 
perkara tindak pidana korupsi.  
Berkaitan dengan perbuatan berlanjut 
dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam 
penulisan jurnal ini akan ditampilkan kasus 
tindak pidana korupsi yang oleh pelakunya 
dilakukan secara berlanjut, seperti kasus yang 
terjadi pada perkara tindak pidana korupsi No. 
314/Pid.B/2007/PN.PL” atas nama terdakwa 
HATTA UNDA’A 
Proses peradilan yang sangat menguras 
waktu dan tenaga aparat penegak hukum ini 
memunculkan banyak permasalahan dalam 
bingkai sistem peradilan pidana khususnya 
pertimbangan hukum hakim terhadap para 
terdakwa karena perbuatan ini dilakukan 
secara bersama-sama dan terus menerus 
sehingga penulis tertarik mengangkat masalah 
ini dalam bentuk jurnal dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut 
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.  
Berdasarkan penjelasan dan contoh 
kasus tersebut, penulis tertarik untuk 
membahas mengenai mengenai perbuatan 
berlanjut dalam perkara tindak pidana korupsi. 
Khususnya mengenai : 
“apakah yang menjadi dasar pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara tindak 
                                                          
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 
2001.hlm 119 
pidana korupsi yang dilakukan secara 
berlanjut berdasarkan putusan perkara No. 
314/Pid.B/2007/PN.PL”. 
KASUS POSISI 
Oleh Majelis Hakim menyatakan 
terdakwa HATTA UDA’A terbukti 
bersalah secara sah dan meyakinkan telah 
melakukan “tindak pidana Korupsi sebagai 
perbuatan berlanjut” seperti dimaksud 
dalam pasal 3 UU R.I Nomor : 31 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 
mengenai kasus: 
Pengadaan beras secara fiktif. Dalam 
hal ini terdakwa terlebih dahulu telah 
meminta dengan para kontraktor/mitra 
Bulog Devisi Regional Sulawesi Tengah, 
Yaitu H. Darmin Syaib (UPJA 
KARYATANI) Hj. Mustika (GP. ABADI) 
Hi. Arifin (GP. ARDIANSYAH JAYA) 
Moh. Rais (GP. RAHMAT ILAHI) dalam 
memasukan beras ke GBB I (Gudang 
Bulog Baru I) dan GBB II (Gudang Bulog 
Baru II) Tondo Devisi Regional Sulawesi 
Tengah yaitu beras yang dimasukan ke 
gudang kontraktor/mitra tersebut 
jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang 
tercantum dalam perjanjian antara 
kontraktor dengan pihak Bulog Divisi 
Regional Sulawesi Tengah, tidak sesuai 
dengan jumlah yang tercantum dalam 
SPTB (Surat perintah Terima Barang) yang 
dikeluarkan pihak Bulog Devisi Regional 
Sulawesi Tengah maupun terdakwa 
membuat dan menandatangani bersama-
sama kontraktor rekapitulasi penerimaan 
pemasukan barang GD I M yang isinya 
seolah-olah jumlahnya beras yang masuk 
ke GBB I (Gudang Bulog Baru I ) dan 
GBB II (Gudang Bulog Baru II) Tondo 
sudah sesuai dengan jumlah yang 
tercantum dalam perjanjian pengadaan 
beras antara kontraktor dengan pihak Bulog 
Devisi Regional Sulawesi Tengah. 
Meskipun jumlah beras yang dimasukan 
kontraktor tidak cukup/kurang dari jumlah 
yang tercantum dalam perjanjian dan SPTB 
namun atas dasar GD I M yang fiktif atau 
palsu tersebut pihak Bulog Devisi Regional 
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Sulawesi Tengah membayar penuh harga 
beras kepada kontraktor bersangkutan 
sehingga terdapat selisih kurang (harga 
beras fiktif) yang diterima oleh terdakwa 
melalui kontraktor atau mitra bersangkutan 
setelah terlebih dahulu dicairkan di Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) cabang Palu. 
Dan berdasarkan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum perbuatan Terdakwa 
terdakwa HATTA UDA’A tersebut diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 
18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, 
yang telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (10 
ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP; 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi. 
Kata tindak pidana sendiri berasal dari 
bahasa Belanda yaitu straafbaarfeit yang 
terdiri dari dua unsur pembentuk kata yaitu 
straafbaar yang berarti dapat dihukum dan feit 
yang berarti sebagian dari kenyataan. 
Sehingga diartikan sebagai sebagian dari 
kenyataan yang dapat dihukum (Andi Zainal 
Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2002:11).
2
 
Andi Hamzah (1986:4) mengemukakan 
bahwa: 
“istilah korupsi berasal dari bahasa latin 
yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya 
disebutkan bahwa corruption itu sendiri 
berasal pula dari kata asal currumoere, 
suatu kata lain yang lebih tua yang bearti 
kerusakan atau kebobrokan, disamping itu 
dipakai pula untuk menunjukan keadaan 
atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa 
latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa 
seperti inggris, yaitu corruption, corrupt; 
Prancis, yaitu corruption dan Belanda, 
yaitu corruptie dan dari bahasa Belanda 
yaitu corruptie dan dari bahasa belanda 
inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, 
yaitu “korupsi”.3 
Kemudian arti korupsi yang telah 
diterima dalam perbendaharaan kata bahasa 
                                                          
2
Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 
Hukum pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, , 2002, hlm. 11. 
3
Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah 
dan Pemecahannya. Gramedia, Jakarta. 1986, hlm. 4. 
Indonesia itu disimpulkan oleh W.J.S 
Poerwadarminta (2006:514), dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah 
perbuatan buruk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.4 
Sukarton Marmosudjono (1989:68), 
mengemukakan: 
“istilah korupsi mempunyai banyak arti 
tergantung dari mana kita menyorotinya, 
apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, 
sosiologis, ekonomi, dan lain-lain. Arti 
harfiah dari istilah ialah kebusukan, 
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat 
disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari 
kesucian, kata-kata atau ucapan yang 
menghina atau memfitnah”.5 
B. Pengertian Perbuatan Berlanjut 
(Concursus) 
Perbuatan berlanjut (voorgezette 
handeling) adalah salah satu bentuk dari 
perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda 
disebut juga samenloop van strafbaarfeit atau 
concursus. Perbarengan peraturan (concursus 
idealis atau eendaadse samenloop) dan 
perbarengan perbuatan (concursus realis atau 
meerdaadse samenloop), adalah bentuk lain 
dari perbarengan delik.  
1. Concurcus Idealis  
Apa yang disebut concursus idealis 
atau van strafbare feiten, oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam Pasal 63 
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana yang mengatur sebagai berikut:  
“Apabila suatu perilaku termasuk ke 
dalam lebih daripada satu ketentuan 
pidana, maka hanyalah salah satu dari 
ketentuan-ketentuan pidana tersebut 
yang diberlakukan, dan apabila terdapat 
perbedaan, maka yang diberlakukan 
adalah ketentuan pidana yang 
mempunyai ancaman hukuman pokok 
yang terberat” 
 Menurut Simons (Lamintang, 
1997:676) yang dimaksud dengan 
concursus idealis adalah:  
                                                          
4
W.J.S Poerwadarminta. Kamuas Besar Bahasa 
Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta 2006, hlm. 514. 
5
W.J.S Poerwadarminta. Kamuas Besar Bahasa 
Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta 2006, hlm. 68. 
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“apabila seorang tertuduh telah 
melakukan satu perilaku yang terlarang, 
dan perilakunya itu ternyata telah 
menimbulkan beberapa akibat yang 
sejenis atau yang gelijksoortig, maka di 
situ terdapat apa yang disebut suatu 
gelijsoortige samenloop atau suatu 
concursus idealis homogenius”.6  
Sebagai contoh misalnya, dengan 
melepaskan sebuah tembakan seseorang 
telah menyebabkan matinya beberapa 
orang, atau dengan mengendarai sebuah 
mobil sesorang telah melanggar beberapa 
larangan, seperti tidak menyalakan lampu 
depan mobil tersebut pada malam hari, dan 
pada saat yang sama orang itu telah lupa 
membawa surat izin mengemudinya.  
Van Hamel (Adami Chazawi, 
2002:116) misalnya memberikan contoh 
kasus concursus idealis, ialah seseorang 
laki-laki memperkosa seseorang perempuan 
yang dilakukannya dipinggir jalan raya 
adalah melanggar dua aturan pidana, ialah 
yang satu Pasal 285 KUHP (memperkosa) 
dan yang lainnya ialah Pasal 281 KUHP 
(melanggar kesusilaan di depan umum). 
Diberikan juga contoh lainnya ialah 
seseorang yang melakukan penipuan 
dengan menggunakan sarana surat palsu, 
melanggar dua aturan pidana, yang satu 
ialah Pasal 378 KUHP dan yang lain adalah 
Pasal 263 ayat (2) KUHP.
7
 
Simons (Adami Chazawi, 2002:116) 
memberikan contoh dengan satu tembakan 
yang menimbulkan dua orang mati, atau 
dengan satu tembakan yang mengakibatkan 
satu orang mati dan satu orang luka berat, 
di sana telah terjadi concursus idealis. 
Artinya satu perbuatan materiil menembak 
melanggar dua aturan pidana, bisa dua 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), bisa juga 
dua penganiayaan berat yang menimbulkan 
matinya (Pasal 354 ayat 2 KUHP). Contoh 
yang satunya lagi orang yang telah 
                                                          
6
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 
676. 
7
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.116. 
melakukan satu perbuatan jasmnai 
menembak karena dua aturan pidana ialah 
satu pembunuhan (Pasal 338 KUHP) 
terhadap korban yang mati dan yang 
satunya lagi percobaan pembunuhan (Pasal 
338 jo 53 KUHP) terhadap korban yang 
luka-luka.
8
  
Menurut Adami Chazawi (2008:116-
117) pada contoh Van Hamel yang pertama 
dapatlah dimengerti bahwa pendapat itu 
benar-benar dari sudut jasmani pada 
kejadian itu ada satu perubahan, yakni 
berupa perbuatan memaksa bersetubuh 
(pelanggaran Pasal 285 KUHP), yang 
perbuatan jasmani itu dilakukan ditempat 
umum menjadikan pelanggaran pula atas 
Pasal 281 KUHP. Demikian juga contoh 
yang dikemukakan Simons, nyata di dalam 
peristiwa itu hanya ada satu perbuatan 
materiil, yakni perbuatan cabul.
9
  
2. Concursus Realis 
Perihal apa yang dimaksud dengan 
concursus realis, kiranya dapat 
disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) 
dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni 
“beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan…”. Pengertian 
perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 
65 dan 66 adalah perbuatan yang telah 
memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak 
pidana tertentu yang dirumuskan dalam 
undang-undang, atau secara singkat adalah 
tindak pidana, yang pengertian ini telah 
sesuai dengan kalimat dibelakangnya 
sehingga merupakan beberapa kejahatan. 
Kejahatan tiada lain adalah tindak 
pidana.Kiranya perbuatan disini sama 
dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 
64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut 
(Adami Chazawi, 2008:141-142)
10
 
                                                          
8
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116. 
9
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm 116-117. 
10
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, , 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 141-
142. 
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Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) 
Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat 
disimpulakan bahwa masing-masing tindak 
pidana dalam concursus realis itu satu 
sama lain adalah terpisah dan berdiri 
sendiri. Inilah ciri pokok dalam concursus 
realis. 
Perbuatan berlanjut dikatakan ada 
apabila seseorang melakukan perbuatan 
yang sama beberapa kali, dan diantara 
perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan 
yang sedemikian eratnya sehingga 
rangkaian perbuatan itu harus dianggap 
sebagai perbuatan berlanjut (Leden 
Marpaung, 2005:32).
11
 
Pasal 64 Ayat (1) KUHP memberikan 
rumusan sebagai berikut : 
“Jika antara beberapa perbuatan, 
meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut, maka hanya diterapkan yang 
memuat ancaman pokok yang paling 
berat”. 
3. Perbuatan Berlanjut  
Perbuatan berlanjut diatur dalam 
Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur 
sebagai berikut:  
Dalam hal antara beberapa perbuatan, 
meskipun perbuatan itu masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, 
ada sedemikian hubungannya sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan 
yang berlanjut maka hanyalah satu 
aturan hukum saja yang diberlakukan, 
jika berlainan, maka dipakai dengan 
hukuman pokok yang terberat.  
Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 
2005:36) memberi contoh perbuatan 
berlanjut tersebut sebagai berikut:  
1. A hendak berzina dengan seorang 
perempuan B yang telah bersuami; A 
melaksanakan maksudnya itu dengan 
beberapa kali berzina dengan perempuan 
                                                          
11
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 32. 
itu dalam selang waktu yang tidak 
terlalu lama.  
2. A yang menguasai kas N.V. tempat ia 
bekerja, memutuskan untuk mengambil 
untuk dirinya sendiri sebagian dari isi ka 
situ. Untuk melaksanakan maksud itu, ia 
mengambil beberapa kali dalam interval 
waktu yang tak lama suatu jumlah 
tertentu.
12
  
Menurut Lamintang (Leden 
Marpaung, 2005:37), memberikan 
penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 
KUHP dimuat antara lain:  
a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus 
merupakan pelaksanan suatu keputusan 
yang terlarang; bahwa suatu kejahatan 
yang berlanjut itu hanya dapat terjadi 
dari kesimpulan tindak pidana yang 
sejenis;  
b. Bahwa suatu pencurian dan suatu 
pembunuhan atau suatu pencurian dan 
suatu penganiayaan itu secara bersama-
sama tidak akan pernah dapat 
menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, 
oleh karena:  
- Untuk melaksanakan kejahatan-
kejahatan itu, pelakunya harus 
membuat lebih dari satu keputusan;  
c. Untuk membuat keputusan-keputusan 
seperti itu dan untuk melaksanakannya, 
pelakunya pasti memerlukan waktu yang 
berbeda.
13
  
Berdasarkan memori penjelasan 
tersebut, Leden Marpaung (2005:37) 
menjelaskan, para pakar pada umumnya 
berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, 
terjadi apabila:  
1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu 
adalah pelaksanaan dari suatu kehendak 
yang terlarang; 
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;  
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau 
pelanggaran tidak terlalu lama.  
                                                          
12
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 37. 
13
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 37. 
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Dari rumusan di atas, dapat ditarik 
unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai 
berikut : 
1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun 
masing-masing merupakan : 
- Kejahatan; atau 
- Pelanggaran. 
2. Ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. 
Kata “perbuatan” pada unsur ini 
merupakan perbuatan yang melahirkan 
delik, sebagaimana keterangan kalimat di 
belakangnya yakni kejahatan atau 
pelanggaran.  
Mengenai unsur kedua, dikatakan 
bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, 
tidak ada keterangan lebih lanjut dalam 
undang-undang mengenai hal ini. Namun di 
dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS 
Belanda (P.A.F.Lamintang, 1997:679) ada 
sedikit keterangan mengenai pembentukan 
Pasal ini, sebagai berikut : 
“bahwa berbagai perilaku harus 
merupakan pelaksanaan satu keputusan 
yang terlarang, dan bahwa suatu 
kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat 
terjadi dari sekumpulan tindak pidana 
yang sejenis”.14 
Hal yang kedua mengenai delik-delik 
yang sejenis. Mengenai hal ini Utrecht 
(Adami Chazawi, 2002:135) mengemukan 
bahwa “delik-delik itu harus sejenis”. 
Misalnya, terdiri dari pencurian biasa 
(Pasal 362), pencurian dalam keadaan yang 
memberatkan, misalnya bersekutu (Pasal 
363), dan pencurian ringan (Pasal 364).
15
  
Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 
2005:36) memberi contoh perbuatan 
berlanjut tersebut sebagai berikut:  
A hendak berzina dengan seorang 
perempuan B yang telah bersuami; A 
melaksanakan maksudnya itu dengan 
beberapa kali berzina dengan perempuan 
                                                          
14
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 
679. 
15
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, , 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 116. 
itu dalam selang waktu yang tidak 
terlalu lama.  
A yang menguasai kas N.V. tempat ia 
bekerja, memutuskan untuk mengambil 
untuk dirinya sendiri sebagian dari isi ka 
situ. Untuk melaksanakan maksud itu, ia 
mengambil beberapa kali dalam interval 
waktu yang tak lama suatu jumlah 
tertentu.
16
  
Menurut Lamintang (Leden 
Marpaung, 2005:37), memberikan 
penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 
KUHP dimuat antara lain: 
a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus 
merupakan pelaksanan suatu keputusan 
yang terlarang; bahwa suatu kejahatan 
yang berlanjut itu hanya dapat terjadi 
dari kesimpulan tindak pidana yang 
sejenis; 
b. Bahwa suatu pencurian dan suatu 
pembunuhan atau suatu pencurian dan 
suatu penganiayaan itu secara bersama-
sama tidak akan pernah dapat 
menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, 
oleh karena:  
- Untuk melaksanakan kejahatan-
kejahatan itu, pelakunya harus 
membuat lebih dari satu keputusan;  
- Untuk membuat keputusan-keputusan 
seperti itu dan untuk 
melaksanakannya, pelakunya pasti 
memerlukan waktu yang berbeda.
17
  
Berdasarkan memori penjelasan 
tersebut, Leden Marpaung (2005:37) 
menjelaskan, para pakar pada umumnya 
berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, 
terjadi apabila:  
- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu 
adalah pelaksanaan dari suatu kehendak 
yang terlarang; 
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;  
                                                          
16
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 36. 
17
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 37. 
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- Tenggang waktu antara kejahatan atau 
pelanggaran tidak terlalu lama.
18
  
B. Dasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara tindak pidana korupsi 
yang dilakukan secara berlanjut 
berdasarkan putusan perkara No. 
314/Pid.B/2007/PN.PL” 
Setelah mengamati dan mempelajari 
kasus perkara tindak pidana korupsi No. 
314/Pid.B/2007/PN.PL” atas nama terdakwa 
HATTA UNDA’A, maka berdasarkan Surat 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut 
dalam persidangan dilakukan pembuktian 
dengan memeriksa saksi, keterangan ahli, 
memperlihatkan surat-surat berharga yang ada 
kaitannya dengan perkara ini dan terakhir 
dimintai keterangannya adalah terdakwa 
sendiri.  
Dalam pembuktian dipersidangan hakim 
telah mengurai unsur-unsur delik yang 
dijadikan dasar untuk menetapkan apakah 
terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah, 
olehnya penulis mengurai unsur-unsur delik 
yaitu sebagai berikut: 
Ad.1. Setiap orang. 
Bahwa unsur setiap orang menunjuk 
pada subyek pelaku perbuatan yaitu sebagai 
subyek hukum yang mampu 
bertanggungjawab atas perbuatanya; dalam 
kasus ini yang dimaksud dalam subyek 
tersebut adalah terdakwa terdakwa yang 
adalah merupakan subyek yang tidak 
dikecualikan, mampu bertanggungjwab; 
oleh karena itu, unsur ini akan dinyatakan 
terbukti bila unsur- unsur lain dari dakwaan 
tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa; 
Ad.2. Menyalagunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan. 
menimbang bahwa mengenai unsur 
ini penuntut umum mendakwa terdakwa 
telah melakukan perbuatan : 
1. Menjual beras milik Perum Badan 
Urusan Logistik Devisi Regional 
Sulawesi Tengah yang ada didalan GBB 
I (Gudang Bulog Baru I) dan GBB II 
                                                          
18
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum 
Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 37. 
(Gudang Bulog Baru II) Tondo Devisi 
Regional Sulawesi Tengah secara illegal 
( tidak sah) yaitu tampa surat 
penyerahan barang / deliving order 
(SPPB/DO) dari Kepala Bulog Devisi 
Regional Sulawesi Tengah atau pejabat 
lain yang berwenang untuk itu dan 
penyerahan/ pengeluaranberas tersebut 
dari gudang tidak dicatat jumlah kolinya, 
berat nettonya dan berat brutonya serta 
tidak diadministrasikan dan tidak 
laporkan kepada Kepala Bulog Devisi 
Regional Sulawesi Tengah atau pejabat 
lain yang berwenang. 
2. Pengadaan beras secara fiktif. Dalam hal 
ini terdakwa terlebih dahulu memintah 
dengan para kontraktor/ mitra Bulog 
devisi Regional Sulawesi Tengah yaitu 
H.Darmin syaib, ( UPJA 
KARYATANI), Hj. Mustika (GP. 
ABADI), Hi. Arifin (GP ARDIASYAH 
JAYA), Moh. Rais (GP RAHMAT 
ILAHI) dalam memasukan beras ke 
GBB I ( Gudang Bulog Baru I) dan 
GBB II (Gudang Bulog Baru II) Tondo 
Devisi Regional Sulawesi Tengah yaitu 
beras yang dimasukan ke gudang 
kontraktor/ mitra tersebut jumlahnya 
tidak sesuai dengan jumlah yang 
tercantum dalam perjanjian antara 
kontraktor dengan pihak Bulog devisi 
Regional Sulawesi Tengah, tidak sesuai 
dengan jumlah yang tercantum dalam 
SPTB ( surat perintah terimah barang) 
yang dikeluarkan pihak Bulog devisi 
Regional Sulawesi Tengah namun 
terdakwa membuat dan menandatangani 
bersama- sama kontraktor rekapitulasi 
penerimaan pemasukan barang GD I M 
yang isinya seolah- olah jumlahnya yang 
masuk ke GBB I dan GBB II Tondo 
sudah sesuai dengan jumlah yang 
tercantum dalam perjanjian pengadaan 
beras antara kontraktor dengan pihak 
Bulog devisi Regional Sulawesi Tengah. 
Meskipun jumlah beras yang di masukan 
oleh kontraktor tidak cukup/ kurang dari 
jumlah yang tercantum dalam perjanjian 
dan SPTB namun atas dasar GD I M 
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yang fiktif atau palsu tersebut pihak 
Bulog devisi Regional Sulawesi Tengah 
membayar penuh harga beras kepada 
kontraktor yang bersangkutan sehingga 
terdapat selisih kurang ( harga beras 
fiktif) yang diterimah oleh terdakwa 
melalui kontraktor atau mitra 
bersangkutan setelah terlebih dahulu 
dicairkan di Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) cabang palu; 
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan 
perbuatan jenis pertama , mengeluarkan 
beras dari gudang secara illegal, 
penuntut umum mengajukan bukti 
berupa saksi dan surat serta beberapa 
dokumen yang terkait dengan perbuatan 
tersebut. 
4. Bahwa benar dari keterangan saksi Alfa 
Januar, saksi Agus Lahi, dan saksi 
Lukman. Ketiga orangsaksi tersebut 
adaah merupakan petugas security 
gudang Dolog di Tondo. Para saksi 
tersebut dipersidangan antara lain 
menerangkan bahwa sekitar tahun 2005 
hingga 2006, saat terdakwa menjabat 
sebagai kepala gudang, ada beberapa 
kali dilakukan penjualan beas gudang 
Dolog tanpa DO kepada beberapa 
pedagang mengambil atau menjempu 
sendiri beasnya di gudang dan 
dikeluarkan tanpa DO; Beras dimaksud 
dapat dikeluarkn karena setiap akan 
dating mengambil beras, para saksi 
terlebih dahulu ditelepon oleh tedakwah 
agar mengeluarkan bernya dari gudang. 
5. Bahwa bahwa kemudian diketahui 
bahwa beras tersebut di jual antara lain 
kepada pedagang H. Rahim, Sulaiman 
dan Christian. 
6. Bahwa keterangan ketiga orng saksi 
tersebut juga ada bersesuaian dengan 
keterangan saksi H.Rahim dan saksi 
Sulaiman yang masing – masing 
mengaku membeli beras dari gudang 
Dolog, dibeli dan dibayar kepada 
terdakwa.  
7. Menimbang, bahwa atas hal tersebut, 
terdakwa membntahnya dengn dlil bhwa 
yang dijual kepada para pedagang 
tersebut adalah beras pedagang yang 
disimpan dalam gudang dolog. Jadi 
bukan milik dari Dolog, sehingga tdak 
menggunakan DO untuk 
mengeluarkannya, (Vide Pledoi halaman 
22). Beras – beras non-mitra tersebut 
dititipkan untuk dijual berama dengan 
beras Dolog. Hal demikian itu terdakwa 
lakukan adalah merupakan kebijkan 
(beleid) yang tidak bertentangan dengan 
hokum.  
8. Bahwa pendapat terdakwa atau 
penasehat hukumnya tersebut, tidak 
ternyata ada didukung bukti – bukti 
pendukung. Jadi dalil banthan terdakwa 
tersebut tidak memunyai nilai 
pembuktian. Sementara di lain pihak 
nyata bahwa beras diambil dari gudang, 
karungnya berlogo Bulog dan 
pengeluarannya dilakukan pada jam – 
jam istirahat atas pesanan dari terdakwa 
kepada petugas keamanan. Bila kondisi 
demikian dikaitkan dengan tidak 
sesuainya jumlah buku dengan stock 
beras yang ada pada saat diadakan stock 
opname, bahkan mencapai 114 ton, 
maka apa yang didakwakan Penuntut 
Umum berkenan dengan jelas perbuatan 
menjual secara illegal telah terbukti.  
9. Bahwa kemudian dipertimbangkan 
perbutan jenis kedua yaitu melakukan 
pengadaan beras secara fiktif. Bahwa 
sesuai dengan dakwaan, perbuatan 
dilakukan dengan cara antara lain beras 
mitra usaha yang diterima di gudang 
Dolog tidak sama dengan jumlah 
kontrak tetapi dalam surat pemasukan 
barang disebut, seluruh kontrak 
terpenuhi. Dalam arti terdapat 
kekurangan jumlah timbangan beras 
yang seharusnya disetor mitra, tidak 
sesuai dengan kontrak yang ada, namun 
surat penerimaan disebut telah diterima 
penuh sesuai kontrak. 
10. Menimbang bahwa dari keterangan 
antara lain saksi Moh. Rais dan Hj. 
Mustika keduanya adalah merupakan 
mitra usaha Dolog Sulteng pada 
pokoknya menerangkan bahwa pada 
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015 
 
 
9 
 
kurun waktu april dan Mei 2005, para 
saksi mendapat order kontrak 
memasukkan beras ke Dolog Sulteng. 
Bahwa para saksi ada memasukkan 
beras dimaksud dalam kontrak namun 
oleh terdakwa diminta untuk tidak 
memenuhi seluruh jumlah dalam 
kontrak. Para saksi semula tidak 
mengetahui maksud terdakwa sebab 
walau beras yang dimasukkan sesuai 
jumlah dalam kontrak tetapi surat 
tanda terima barang yang bersangkutan 
(GD 1 M) tetapi sesuai jumlah kontrak 
termasuk nilai harganya namun selisih 
uangnya para saksi serhkan kembali 
kepad terdakwa, dalam arti para saksi 
tetap hanya menerima harga dari 
jumlah yang dimasukkan sedang 
kelebihan pembayaran yang diterima 
diserahkan kepada terdakwa. Hal 
demikian terungkap dari keterangan 
saksi Alfa Januar, saksi H. Rahim, 
saksi Hj. Mustika dan saksi Moh. Rais 
dihubungkan denga bukti berupa surat 
sebagaimana dilampirkan dalam berka 
perkara ini. 
11. Bahwa diantara para mitra usaha yang 
mengadakan kontrak pengadaan beras 
pada kurun waktu tersebut beturut – 
turut diantaranya, ialah:  
a. GP. Ardiansyah Jaya Pimpinan Hj. 
Aririn punya kontrak 100.000 kg. 
Saksi yang bersangkutan menerima 
bukti penerimaan beras GD 1 M 
100.000, walau yang nyata 
dimasukkan hanya 440 kg. 
b. GP. Rahmat Ilahi pimpinan Moh. 
Rais, SPBT tanggal 3 April 2006, 
jumlah kontrak 50.000 kg, terima 
GD 1 M sebesar 50.000 kg tapi 
yang nyatanya imasukkan hanya 
48.000 kg. 
c. GP. Cahaya Luwuk dengan SPBT 
tanggal 25 April 2006, sebanyak 
50.000 kg, namun yang senyatanya 
dimasukkan hanya 47.000 kg. 
d. GP. Cahaya Luwuk dengan SPBT 
tanggal 11 Juli 2006 sebanyak 
50.000 kg, tapi senyatanya 
dimasukkan hanya 48.000 kg.  
A. GP. Cahaya Luwuk dengan SPBT 
tanggl 18 Juli 2006besar kontrak 
sebanyak 50.000 kg, dimasukkan 
hanya 47.000 kg. 
B. Bahwa selain SPBT dan GD 1 M 
diatas juga masih terdapat sejumlah 
besar lainnya kontrak yang diadakan 
dengan para mitra usaha 
sebagaimana surat kontrak yang 
terdapat dalam barang bukti mulai 
nomor 16 sampau nomor urut 49. 
Keemuanya dikeluarkan oleh 
gudang Dolo yang dikepalai oleh 
terdakwa. 
12. Bahwa para mitra usaha tersebut, 
ternyata tidak memasukkan jumlah 
beras sebanyak kewajibannya dalam 
Surat Perintah Terima Barang (SPBT), 
namun mitra tersebut tetap menerima 
GD 1 M (Rekap 
Penerimaan/Pemasukkan barang) 
sesuai dengan kontrak yang 
bersangkutan dan sesuai dengan Surat 
Permintaan 
Pembayaran/Pemindahbukuan (SPP), 
vide bukti nomor urut 55 sampai 
dengan nomor 71, seluruhnya telah 
dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak 
yang bersangkutan melalui bank BRI 
Cabang Palu. 
13. Menimbang bahwa atas kejadian 
demikian terdakwa menyangkal 
dengan mengatakan bahwa benar ada 
terjadi beberapa kali mitra usaha yang 
memasukkan beras ke Dolog Sulteng 
akan berkurang. Bahwa namun kalau 
seandainya hal demikian benar terjadi, 
kelebihan timbangan dari setiap karung 
dimaksud tidaklah signifikan mencapai 
ratusan ton sebagaimana telah nyata 
dari hasil pemeriksaan sebagaimana 
diuraikan terdahulu yaitu 114 ton. 
14. Bahwa dengan demikian alasan 
terdakwa yang diperkuat ketiga orang 
saksi dimaksud juga tidak cukup kuat 
membuktikan sangkalannya atas 
dakwaan Penuntut Umum berkenaan 
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015 
 
 
10 
 
dengan 2 jenis perbuatan sebagaimana 
dipertimbangkan diatas. Bahwa dnegan 
demikian sangkalan dari terdakwa 
tersebut tidak beralasan hokum 
dankarena apa yang didakwakan 
Penuntut Umum tersebut sepanjang 
mengenai 2 jenis perbuatan tersebut 
telah terbukti.  
15. Menimbang bahwa kini masalahnya 
adalah akankah perbuatan demikin 
dapat digolongkan sebagai perbuatan 
yang menyalahgunakan kewenangan 
atau jabatan? 
16. Menimbang bahwa kedua perbuatan 
disebut diatas dengan mengacu pada 
ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 
Keputusan Kepala Bulog No. Kep- 
142/ KA/ 07/2002 tanggal 15 Juli 2002 
tentang Peraturan Pergudangan di 
lingkungan Bulog, tidak seharusnya 
terjadi. Sebab sesuai ketentuan dalam 
peraturan tersebut, setiap pemasukkan 
dan pengeluaran beras dari gudang 
harus memenuhi prosedur dan standar 
tertentu untuk kemudian dilaporkan 
dan dipertanggungjawabkan oleh 
Kepala Gudang. Bahwa dengan 
ketentuan demikian adalah tidak 
dibenarkan adanya penjualan beras 
secara ilegal atau penerimaan beras 
kurang dari nilai kontrak yang 
ditetapkan dalam SBPT yang 
bersangkutan. 
17. Bahwa namun dalam fakta 
dipertimbangkan diatas telah nyata 
terbukti terjad karena dalam perbuatan 
tersebut, terdakwa selaku Kepala 
Gudang memerintahkan para pelaksana 
yang mengeluarkan dan memasukkan 
beras ke gudang secara tidak benar 
yaitu sebagaimana dipertimbangkan 
diatas, terdakwa memerintahkan 
pengeluaran bera tanpa DO dan juga 
terdakwa ada membuat dan 
mengeluarkan SPBT yang tidak sesuai 
jumlah yang senyatanya dimasukkan. 
Hal demikian itu dapat terjadi adalah 
hanya Karena peran dari terdakwa 
selaku Kepala Gudang yang berarti 
member perintah dan atau 
mengeluarkan SPBT secara tidak 
benar. Dalam arti bahwa jika 
seandainya tedakwa selaku Kepala 
Gudang berjalan dalam koridor 
ketentuan yang ada, tidak mungkin ada 
terjadi perbuatan penyimpangan seperti 
diuraikan diatas tersebut. Bahwa 
dengan demikian, perbuatan terdakwa 
tersebut adalah jelas merupakan 
perbuatan penyalahgunaan 
kewenangan.  
18. Bahwa dari fakta persidangan 
sebagaimana dipertimbangkan diatas 
telah terbukti bahwa terdakwa dalam 
kapasitas kepala gudang dengan tidak 
mengindahkan ketentuan yang berlaku 
dalam pergudangan Bulog, telah 
beberapa kali melakukan pengeluaran 
beras dari gudang tampa diikuti 
prosedur atau DO yang seharusnya di 
indahkan. Demikian juga dalam 
pengadaan beras mengeluarkan SPBT 
dan atau GD I M yang tidak sesuai 
jumlah beras yang senyatanya 
diterimah. Perbuatan tersebut di 
lakukan secara berulang kali baik 
untuk satu anggota mitra usaha 
maupun untuk beberapa anggota mitra 
yang ada. Bahwa dengan demikian 
unsur pengulangan perbuatan telah 
terbukti; 
19. Menimbang, bahwa dalam dakwaan 
penuntut umum juga menuntut agar 
dikenakan hukuman tambahan berupa 
uang pengganti sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 18 (1) huruf b. (2) dan (3) 
UU Nomor 31 tahun1999 tentang 
tindak pidana korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan UU No 20 tahun 
2001 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi, 
20. Menimbang, bahwa dalam pengenaan 
ketentuan ini pada dasarnya adalah 
berpatokan pada jumlah kerugian yang 
diderita yang dalam hal ini adalah 
senilai harga dari 114 ton beras dengan 
Perhitungan harga Rp. 4.725/kg. 
Bahwa berkenaan dengan hal 
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tersebut,walaupun secara nyata tidak 
ditemukan 114 ton yang seharusnya 
menjadi stock ready dari gudang, 
namun karena kekurangan tersebut 
tidak seluruhnya disebabkan oleh 
perbuatan sengaja dari terdakwa tetapi 
dapat terjadi sebagian diantaranya 
akibat keadaan perhitungan dalam 
melakukan standarisasi sebagaimana 
diterangkan oleh saksi terdakwa, 
demikianya berkurangnya jumlah 
karena penyusutan alami yang ada, 
kesemua hal itu tidak seharusnya 
dipikulkan seluruhnya pada diri 
terdakwa; 
21. Bahwa dengan demikian menurut 
majelis adalah tepat dan adil bila 
kerugian yang seharusnya dipikulkn 
kepada terdakwa adalah 100 ton x 
4.275 = Rp. 427.500.000,  
22. Menimbang bahwa mengenai barang 
bukti berupa mobil yang telah disita 
dalam perkara ini, menurut majelis 
patut tetap dipertahankn khususnya 
dalam kaitan pelunasan kewajiban 
penggantian rugi yang dibebankan 
kepada terdakwa; 
23. Menimbang, bahwa sebelum majelis 
hakim menjatuhkan putusannya, patut 
dan adil jika juga mempertimbangkan 
hal- hal yang memberatkan dan 
meringankan bagi terdakwa.: 
Hal- hal yang memberatkan 
- Sifat dari perbuatan yang koruptif 
yang pada saat ini sedang aktif 
diberantas;  
- Terdakwa berusaha untuk mengelak 
dari pertanggungjawaban 
kesalahannya; 
Hal- hal yang meringankan 
- Terdakwa bersifat sopan dan 
koorperatif selama persidangan; 
- Terdakwa belum pernah di hokum 
sampai dimasa tuanya yang pada 
saat ini telah pension dari tugasnya; 
- Menimbang bahwa oleh karena 
terdakwa terbukti bersalah dan 
dijatuhi hukuman, maka biaya 
perkara harus di bebankan pada 
terdakwa; 
- Bahwa dengan memperhatikan 
alasan dan keadaan sebagaimana 
pada tingkat penyidikan, penuntutan 
dan selama dalam pemeriksaan 
perkara ini, terdakwa tidak ditahan 
pada rumah tahanan Negara; 
keadaan demikian dapat tetap di 
pertahankan sampai putusan ini 
mendapat kekuatan hukum yang 
tetap;; 
- Mengingat, UU Nomor 31 tahun 
1999 tentang tindak pidana koupsi 
sebagaimana telah diubah dengan 
UU Nomor 20 tahun 2001 tentang 
perubahan atas UU Nomor 31 tahun 
1999 tentang tindak pidana korupsi 
jo pasal 64 (1) KUHP dan ketentuan 
lain yang berkenaan. 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa HATTA UDA`A 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi secara berlanjut yang dilakukan 
dengan cara menyalagunakan 
kewenangan yang ada padanya karena 
jabatannya;--- 
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada 
terdakwa selam (1) tahun di kurangi 
selama terdakwa dalam masa tahanan;--- 
3. Menghukum terdakwa untuk membayar 
uang pengganti sebesar Rp. 
427.500.000.-(empat ratus juta lima 
ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika 
terdakwa tidak membayar uang 
pengganti paling lama 1 (satu) bulan 
sesudah putusan pengadilan mempunyai 
kekuatan hokum yang tetap, maka harta 
bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti 
tersebut, dalam hal terdakwa tidak 
mempunyai harta benda yang cukup 
untuk membayar uang pengganti, maka 
diganti dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun; 
Pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan putusan perkara No. 
314/Pid.B/2007/PN.PL”. Dalam 
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menjatuhkan putusan Hakim 
mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan 
pada alat bukti yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum berupa keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, barang bukti 
yang saling berhubungan antara satu 
dengan yang lainnya. Hakim mempunyai 
keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan secara berlanjut sebagaimana 
dalam uraian amar putusan. 
Mencermati posisi kasus tersebut di 
atas, penulis sependapat dengan Jaksa 
Penuntut Umum dan Hakim dengan 
mendakwa, menuntut dan menyatakan 
terdakwa terbukti bersalah melakukan dua 
perbuatan melawan hukum. Adanya 
beberapa perbuatan yang dilakukan oleh 
seorang terdakwa, tidak lain merupakan 
concursus atau perbarengan, yang dalam 
hal ini adalah perbarengan perbuatan 
sehingga sistem penjatuhan pidananya, di 
atur dalam Pasal 64 KUHP.  
Mengenai penjatuhan sanksi pidana 
terhadap terdakwa dalam Putusan Perkara 
No. 314/Pid.B/2007/PN.PL”. Dalam amar 
putusan Hakim menyatakan terdakwa 
HATTA UDA`A terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi secara berlanjut yang 
dilakukan dengan cara menyalagunakan 
kewenangan yang ada padanya karena 
jabatannya; sehingga pada prinsipnya 
sistem penjatuhan pidananya mengacuh 
pada Pasal 64 KUHP, yang tidak lain 
adalah menggunakan sistem absorpsi 
dipertajam. 
Dalam sistem absorpsi dikatakan 
bahwa Apabila seseorang melakukan 
beberapa jenis perbuatan yang 
menimbulkan beberapa jenis delik yang 
masing-masing diancam dengan pidana 
sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, 
semua pidana yang diancamkan terhadap 
masing-masing delik dijatuhkan semuanya. 
Akan tetapi, jumlah pidana itu harus 
dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh 
melebihi dari pidana terberat ditambah 
sepertiga (1/3). 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. dapun perkara tindak pidana korupsi yang 
dilakukan secara berlanjut sebagai 
perbuatan yang dapat dipidana dalam 
putusan perkara No. 
314/Pid.B/2007/PN.PL” karena terdakwa 
HATTA UDA’A terbukti bersalah secara 
sah dan meyakinkan telah melakukan 
“tindak pidana Korupsi sebagai perbuatan 
berlanjut” dalam Pengadaan beras secara 
fiktif di Kantor Bulog Divisi Regional 
Sulawesi Tengah seperti dimaksud dalam 
pasal 3 UU R.I Nomor : 31 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP:  
2. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara tindak pidana 
korupsi yang dilakukan secara berlanjut 
berdasarkan putusan perkara No. 
454/Pid.B/2004/PN.PL” bahwa dari fakta 
persidangan sebagaimana dipertimbangkan 
diatas telah terbukti bahwa terdakwa dalam 
kapasitas kepala gudang dengan tidak 
mengindahkan ketentuan yang berlaku 
dalam pergudangan Bulog, telah beberapa 
kali melakukan pengeluaran beras dari 
gudang tampa diikuti prosedur atau DO 
yang seharusnya di indahkan. Demikian 
juga dalam pengadaan beras mengeluarkan 
SPBT dan atau GD I M yang tidak sesuai 
jumlah beras yang senyatanya diterimah. 
Perbuatan tersebut di lakukan secara 
berulang kali baik untuk satu anggota mitra 
usaha maupun untuk beberapa anggota 
mitra yang ada. Bahwa dengan demikian 
unsur pengulangan perbuatan telah terbukti 
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